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ABSTRAK

Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governace dan Deferred Tax
Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktrur yang Listing di BEI pada Tahun 2010-2013),
Oleh: Randi Meiza; 2009-98686.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Karakteristik
Good Corporate Governace dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktrur yang Listing di BEI pada Tahun
2010-2013).

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Perusahaan Manufactur yang listing di BEI 2010-2013. Sampel
pada penelitian ini berjumlah 63 Perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusional tidak

berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance, dimana nilai probabilitas
0.16>0.05) yang berarti H; ditolak. 2) Komisaris Independen berpengaruh
signifikan negatif terhadap Tax Avoidance, dimana nilai probabilitas 0.7103>0.05
yang berarti H; ditolak. 3) Deferred Tax Expense berpengaruh signifikan negatif
terhadap Tax Avoidance, dimana nilai probabilitas 0.0195> 0.05 yang berarti H;
diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) bagi peneliti lain hendaknya
mengunakan perhitungan lain dalam menentukan Tax Avoidance. (2)
Menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
(3) Menambah banyak tahun penelitian lebih dari 4 tahun.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan Negara tebesar untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu pajak
merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan  di

Indonesia yang harus dikelola dengan baik.

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan
penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi
penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003).
Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa
kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah
adanya penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak (tax avoidance) ini
merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang
diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat merugikan penerimaan negara (Sophar,

1996).

Aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan
dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan

(Khurana dan Moser, 2009). Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang



dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan beban pajak, sehingga kegiatan ini
memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi
perusahaan dimata publik. Menurut Rohatgi (2009), di banyak negara
penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan
(tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan (tax evasion). Penghindaran pajak
dapat saja dikategorigakan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan
sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan

penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), pengukuran adanya penghindaran
pajak (tax avoidance) dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Salah
satu pengukuran untuk membuktikan apakah ada tax avoidance dalam Hanlon dan
Heitzman (2010) adalah discretionary measures of tax avoidance. Pengukuran
tersebut merujuk pada Desai dan Dharmapala (2006), yang menghitung
pengukuran abnormal book-tax differences dengan melakukan regresi total book-
tax differences terhadap total akrual, dimana total akrual merupakan kontrol atas
manajemen laba. Residual dari hasil regresi tersebut yang digunakan sebagai
proksi untuk mengukur penghindaran pajak. Pada penelitian ini peneliti memakai
tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan Cash Effective Tax Rate (CETR).
Hanlon dan Hietzman (2010) dalam Theresa (2012) melaporkan bukti yang
mendukung bahwa adanya kegiatan operasi internasional akan membuat
kesempatan penghindaran pajak lebih rendah dan berakibat tarif pajak efektif

yang rendah.



Terdapat dua versi laporan keuangan yang dihitung oleh perusahaan setiap
tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum
dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang
berlaku. (Mills 2004 dalam Ettredge et al., 2008) menyatakan bahwa beda antara
laba menurut akuntansi (book income) dan laba/ penghasilan menurut pajak
(taxable income) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini dikarenakan prinsip
akuntansi yang berterima umum menyediakan manajer keleluasaan dalam
pemilihan estimasi dan metode akuntansi dibandingkan dengan ketentuan

perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan.

Menurut Hotman T Pohan (2009) dalam penelitian, faktor-faktor yang
mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan publik adalah kepemilikan
institusi, rasio tobin g, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil uji hipotesis untuk
pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan
institusi tidak berpengaruh secara signifikan. Biaya Pajak yang ditunda juga tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, rasio tobin, perata
laba, akrual pilihan, tarif efektif, berpengaruh secara nyata terhadap penghindaran
pajak. Hasil uji secara simultan terhadap faktor-faktor menghasilkan model,

dimana seluruh variabel berpengaruh secara signifikan.

Penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh karakteristik good
corporate governance dan deferred tax expense terhadap tax avoidance. Sebuah
perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan

struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam



memenuhi kewajiban pajaknya,tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada
dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan
Mayer,2006). Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan
atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebaga
beban pajak tangguhan (deferred tax expenses) atau penghasilan pajak tangguhan
(deferred tax income) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan
bersama-sama beban pajak kini (current tax expenses), dengan penyajian secara
terpisah,dengan demikian perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah
pajak dimasa depan akan diakui sebagai utang paja tangguhan dan perusahaan
harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (deferred tax expense), yang
berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang
mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan

dibanding laporan pajak.

Corporate governance merupakan tatakelola perusahaan yang menjelaskan
hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah
kinerja perusahaan (Haruman,2008). Isu mengenai corporate governance mulai
mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami
krisi yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses
perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance
yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah
maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek

corporate governance.



Corporate governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara
manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-
buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan
perpajakannya. Pada penelitian ini, penerapan corporate governance akan dilihat
dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional dan proporsi dewan
komisaris independen. Serta besarnya pajak tanguhan perusahan akan adanya

motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Haruna dan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan
bahwa corporate governance yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan
dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi disini dapat
dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana
perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan mereka.
Menurut Nurindah (2013) Perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional
yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya.
Karena pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau,
mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa
seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,
dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari
peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab
perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk
memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi semakin tinggi kepemilikan

institusional maka sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana



dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik tax avoidance yang

dilakukan perusahaan.

Keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan
diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari: 2003).
Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba
yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris akan berusaha menekan
biaya-biaya yang ada terutama pajak, ini yang membuat bisa terjadinya perlakuan
penghindaran pajak. Salah satu karakteristik corporate governance yaitu proporsi
dewan komisaris yang tinggi maka akan meminimalisir kecurangan dalam
pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan
intregritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena
itu semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun

praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan PSAK no. 46 alokasi pajak antar periode diawali dengan
adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak
tangguhan yang harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban
pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak
dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan
penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam
pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah
perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban
dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan perubahan

temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban



pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (deferred tax
expenses) atau penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income) dan dilaporkan
dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (current

tax expenses), dengan penyajian secara terpisah.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun
perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar
pajak, yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan, suka tidak suka, rela tidak
rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pajak adalah beban (yang akan
mengurangi laba bersih perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal
mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk
menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan
cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Plesko
(2002) dalam Phillipset al. (2003) mengungkapkan bahwasemakin besar
perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansimenunjukkan semakin
besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan
terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk
mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan
semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda (deferred tax
expenses) perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan
mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar

periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.



Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman
modal asing melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar
pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik
penghindaran pajak (Jakarta Kompas: 2005). Negara Amerika paling tidak
terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak
(tax avoidance/ unacceptable tax avoidance) yakni dengan membayar pajak rata-
rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30%

(Dyreng dalam Budiman: 2012).

Penelitian yang dilakukan Nuralifmida (2011) pengaruh corporate
governance terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan terdaftar di bei tahun
2008), yang membahas karakteristik good corporate governance (kepemilikan
institusional, komposisi dewan, komisaris independen, dewan komisaris, komite
audit, kualitas audit), hanya komite audit dan kualitas audit yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan kepemilikan institusional,
komposisi dewan, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

tax avoidance.

Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) mengemukan bahwa
pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan
adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan corporate governance.
Apabila presentase dewan komisaris independendiatas 30 % maka ini adalah salah
satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance telah berjalan dengan

baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak



manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya

agensi sehingga membuat praktik tax avoidance menurun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan pada
tahun periode laporan keuangan dari tahun 2010 — 2013 pada perusahaan yang list
di bei indonesia. Penelitian ini fokus pada tiga variabel independen yang memiliki
pengaruh terhadap tax avoidance yaitu, kepemilikan institusional, komisaris
independen, dan beban pajak ditunda (deffered tax expanse).

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Deferred
Tax Expense Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang

list di BEI tahun 2010-2013”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh good corporate governance yang diproksikan
dengan kepemilikan institusional terhadap tindakan tax avoidance ?
2. Apakah terdapat pengaruh good corporate governance yang diproksikan

dengan persentase komisaris independen terhadap tindakan tax avoidance?

3. Apakah terdapat pengaruh deferred tax expense terhadap tindakan tax

avoidance?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkanperumusanmasalah di atas maka penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui :

1.

Pengaruh good corporate governance yang diproksikan dengan
kepemilikan institusional terhadap tindakan tax avoidance.

Pengaruh good corporate governance yang diproksikan dengan persentase
komisaris independen terhadap tindakan tax avoidance.

Pengaruh deferred tax expense terhadap tindakan tax avoidance.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat penelitian ini adalah :

Bagi peneliti, untuk memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik
good corporate governance dan defered tax expense terhadap tax

avoidance pada perusahaan BEI tahun 2010-2013.

Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi investor di Indonesia
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana
kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi good corporate governance ,

dan deferred tax expense dari suatu perusahaan.

3. Bagi pembaca, untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya
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BABII

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KajianTeori
1. Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi,
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam bukunya Hukum Pajak (2007), Illyas dan Burton menyebutkan
definisi pajak. Pajak menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets adalah prestasi kepada
pihak pemerintah yang terhutang melaui norma-norma umum dan yang dapat
dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal
yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak merupakan iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa (kontra-prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayarpengeluaran umum.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam

berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

11
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1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah.

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

2. Tax Avoidance

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah
suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), Menurut Heru (1997) penghindaran
pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan
peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang

diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan
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perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi
hutang pajak yang bersifat legal ( lawful ), sedangkan penggelapan pajak ( tax
evasion ) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (

unlawful ) (Xynas, 2011).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui
kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan
perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu
memiliki karakater yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja
memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya
risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka
eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu

perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar
ketentuan perundang-undangan perpajakan (Graham dalam Zain: 2003).
Penghindaran Pajak berkenaan atau menghilangkan beban pajak dengan
memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan, oleh karena itu
penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan
perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak
untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak

dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Pohan: 2008).

Penghindaran pajak merupakan rekayasa tax affairs yang masih berada

dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam
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undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang
tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy: 2008). Strategi-strategi
atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku,
biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam
undang-undang sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah-celah
yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan

(Suandy: 2008).

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) dalam Suandy (2008: 7) menyebutkan bahwa karakteristik
dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat
di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor
pajak.

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang
atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,
padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-
undang.

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran
pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (council of
executive secretaries of tax organizations, 1991).

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model cash

effective tax rate (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan
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perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap
maupun perbedaan temporer. Fungsi dari CETR adalah mengakomdasi
kekurangan GAAP ETR yang tidak bisa mereprentasikan dampak dari employee
stock option. Selain itu juga CETR bisa mengukur tax avoidance dalam jangka
pendek karena tidak seperti GAAP ETR, CETR tidak dipengaruhi oleh estimasi
dalam Hanlon dan Slemrod (2010). Mengikuti Dyreng et, al. (2008) proksi yang
digunakan dalam penghindaran pajak adalah Cash ETR. Cash ETR didefenisikan
sebagai jumlah pajak yang dibayar tunai dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.
Cash ETR dapat menangkap semua aktivitas penghindaraan pajak yang
menggurangi jumlah pajak yang dibayarkan pada pihak otoritas. Oleh karna itu
Cash ETR mencerminkan aktivitas yang menunda pajak untuk periode yang

berikutnya atau pajak keseluruhan.

(Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut :

Cash Tax Paid

CETR = -
pre — tax income

3. Good Corporate Governance

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG), dalam situsnya,
mendefinisikan corporate governance sebagai serangkaian mekanisme untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan
berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (Stakeholders).
Sedangkan good corporate governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk
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memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka

panjang.

GCG di Indonesia didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan
proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Board of Director (BOD), Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada
pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap
memperhatikan ~ kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),

corporate governance didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed
and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of
the right and responsibilities among different participants in the corporation, such

as the board, managers, shareholders, and other stakeholders™.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate
governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai
perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik dan benar (GCG) akan

menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat
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serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan

perusahaan terkena masalah Dwitridinda (2012).

Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait corporate governance antara
lain struktur kepemilikan, transparansi informasi, dan struktur dewan dimana akan
dikaji sejauh mana keberadaannya berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan

yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh
institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur
dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern
(Sujoko :2007). Beberapa praktisi, akademisi dan regulator menyaksikan
peningkatan dramatis selama 20 tahun terakhir terkait perbedaan antara laba
komersial dengan laba kena pajak yang dilaporkan kepada pemerintah (Khurana
dan Moser, 2009). Hal ini membuktikan adanya peningkatan agresifitas terhadap
strategi perpajakan perusahaan. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada
pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan
bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan
pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh
IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency (Chen: 2008). Fokus pada
pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan

institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan,
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meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik,akurat dan optimis

(Khurana: 2009).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya
kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang
lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran
untukpemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen

pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan
yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak

manajemen (Boediono, 2005).

Kepemilikan institusional akan dilambangkan dengan INST. Menurut
Khurana (2009), kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan

rasio sebagai berikut :

Proporsi saham yang dimiliki pihak institusi

K ilikan Institusional =
eperitican fnstitusiona jumlah saham yang diterbitkan
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5. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi
dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki
hubunganafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat
sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik
menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen
proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang
tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris,
disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan
tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan
pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008).

Berapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang
saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling
shareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan.

2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau
komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

3) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan
lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;

4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal;
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5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham
minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali ( bukan

controlling shareholders ) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam
pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian
keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan

diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

Dalam penelitian ini variabel struktur dewan komisaris diproksikan
dengan persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu
perusahaan (Mayangsari: 2003). Proporsi dewan komisaris independen diukur
dengan rasio sebagai berikut. Dalam penelitian ini variabel dewan komisaris

independen dilambangkan dengan INDP.

jumlah anggota komisaris independen

Proporsi dewan komisaris independen = - —
p p jumlah seluruh anggota dewan komisaris

6. Deferred Tax Expense

a. Pengertian Deferred Tax Expense

PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada
pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis
laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan
yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang

dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan
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pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak
tangguhan (Zain, 2007).

Suandy (2008 : 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang
akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui
sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban 23 penyusutan aset tetap
yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang
diakuisecara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan
aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban
pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan
demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.
Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi
negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada
akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil

daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Menurut Harnanto (2003:115), beban pajak tangguhan adalah beban yang
timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan
keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai
dasar perhitungan pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan
dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua

kelompok:

1. Perbedaan permanen atau tetap perbedaan ini terjadi karena berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa

penghasilan yang tidakobjek pajak sedangkan secara komersial penghasilan
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tersebut diakuisebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakhibatkan laba fiskal

berbeda dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan temporer atau waktu perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan
peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya
yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode

akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis

lurus.

b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-

rata.

c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk

perusahaan pertambangan, leasing , Perbankan dan Asuransi.

d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri
Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari

Bank Indonesia.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena
pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.

Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi

pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui
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apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal

beda temporer tersebut.

b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul

dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.

c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul
dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan
merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan
usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba

yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara
akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan
pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan
menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif
akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan

menghasilkan beban pajak tangguhan.

b. Akuntansi Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK No. 46

PSAK No. 46 berlaku mulai tanggal 1 Januari 1999 mengakhiri praktik
pelaporan PPh berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 77. Perbedaan pokok antara
PSAK No. 46 dengan PSAK No. 16 paragraf 77 adalah bahwa PSAK No. 46
mengatur akuntansi PPh menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif

menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban ( asset-liability approach) , sedangkan
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alokasi pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 77 dilakukan
dengan pendekatan laba - rugi ( income-statement approach).

Kieso Donald E, Weygandt Jerry J. dan Warfield Terry D, bahwa akibat
perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan pada umumnya terdapat pula perbedaan antara
Penghasilan Sebelum Pajak menurut Pembukuan (pretax accounting ncome)
dengan Penghasilan Kena Pajak (taxable income). Dengan demikian akan terdapat
pula perbedaan antara beban pajak (tax expense) dengan Pajak Terutang (income
tax payable). Selanjutnya disebutkan pula bahwa fundamen yang berkenaan

dengan Akuntansi Pajak Penghasilan adalah:

1) Jumlah pajak masa yang akan datang dan pajak tangguhan (future taxable
namounts and deferred taxes).

2) Jumlah pengurangan masa yang akan datang dan pajak tangguhan (future
deductible amounts and deferred taxes).

3) Penyajian laporan laba/rugi (income statement presentation).

4) Perbedaan spesifik (specific differences)

5) Pertimbangan tarif (rate considerations).

Hal ini sesuai dengan catatan bahwa menurut statement of financial
accounting standards (SFAS) 109 yang juga didukung oleh financial accounting
standards (FASB) bahwa untuk menghitung pajak tangguhan hendaknya
didasarkan kepada tarif efektif rata-rata (the average effective tax rate) daripada
menggunakan tarif marginal (marginal rates) atau menggunakan tarif orisinil

seperti yang diminta oleh SFAS 96 (GAAP, 2003: hal. 616).
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Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan
akuntansi, wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan
peraturan perpajakan dengan pernyataan standar keuangan akuntansi. Perbedaan
tersebut terdiri dari perbedaan sementara (temporary different) dan perbedaan
tetap (permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam
laporan laba rugi karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan
penghasilan. Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus
dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba fiskal perusahan.Suatu
perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya
memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau
sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini,
tetapisebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa
mendatang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam
neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunanya
(Hardi Cheng, 2009), sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak

tangguhan.

Deferral Method ( metode pajak tangguhan ) dalam metode ini
menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara
akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu
transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.
Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil

perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak
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tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching

principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

Menurut Hotman (2008), deferred tax expense diukur:

DTE = (DTEp — DTEp-1) / TAp-1
di mana:
DTE i = beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir
pada tahun p.
DTEp-1 = beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang
berakhir pada tahun p-1.

TAp-1 = total aktiva pada awal tahun p.

B. Peneliti Terdahulu
Penelitian mengenai tax avoidance terus berkembang saat ini. Terdapat
beberapa penelitian terdahulu dengan indikator dan hasil beragam yang

menjelaskan mengenai tax avoidance perusahaan. Beberapa diantaranya adalah:

1. Nuralifmida (2011 pengaruh corporate governance terhadaptax
avoidance (studi pada perusahaan terdaftar di bei tahun 2008), yang
membahas karakteristik good corporate governance (kepemilikan
institusional, komposisi dewan, komisaris independen, dewan komisaris,
komite audit, kualitas audit) , hanya komite audit dan kualitas audit

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan
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kepemilikan institusional, komposisi dewan, komisaris independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Tommy (2012) yang melakukan penelitian pengaruh return on assets,
leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi
rugi fiskal pada tax avoidance dapat disimpulkan bahwa return on
assets (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance,
sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Hotman (2009) dalam penelitian analisis pengaruh kepemilikan
institusi, rasio tobin ¢, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya
pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik.
Hasil uji hipotesis untuk pengaruh secara parsial masing-masing
variabel independen yaitu yaitu kepemilikan institusi tidak berpengaruh
secara signifikan. Biaya Pajak yang ditunda juga tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap penghindaran pajak, rasio tobin, perata laba,
akrual pilihan, tarif efektif, berpengaruh secara nyata terhadap
penghindaran pajak. Hasil Uji secara simultan terhadap faktor—faktor
Menghasilkan model, dimana seluruh variabel berpengaruh secara

signifikan yaitu 0,013 < 0,05.

C. Hubungan Antar Variabel

1.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
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Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh
pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi,
perusahaan investasi, dana pensin, PT, dan institusi lainnya. Dengan besarnya
kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi maka kemampuan pihak
yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan
meningkatkan kualitas good corporate governance (Darmawati: 2006). Pemegang
saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas good

corporate governance perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Haruna dan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan
bahwa stuktur corporate governance yang dilihat struktur kepemilikannya
memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi
disini dapat dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapa tmempengaruhi
bagaimana perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan
mereka. Menurut Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan
institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan
perpajakannya. Karena pemilik institusional memainkan peran penting dalam
memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat
bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang
dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan
menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung
jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif
untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi semakin tinggi kepemilikan
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institusional maka fungsi yang dijalankan pihak institusional sebagai pegawasan
perusahaan atau pihak pengendali lebih besar maka mekanisme corporate
governance akan sermakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan
juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya
praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Sehingga dirumuskan hipotesis

penelitian sebagai berikut :

Hi.: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk
mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan
lebih obyektif (Boediono, 2005). Komisaris independen bertujuan untuk
menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka
perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang
terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada
suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan
(Mayangsari: 2003). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka
akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris
pun berusaha menekan biaya-biaya yang ada terutama pajak, ini yang membuat

bisa terjadinya perlakuan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) mengemukakan
bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu

perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan corporate
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governance. Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30 % maka
ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance telah
berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan
pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan

biaya agensi sehingga membuat praktik tax avoidance menurun.

Dapat disimpulkan dengan salah satu karakteristik corporate governance
yaitu proporsi dewan komisaris yang baik maka akan meminimalisir kecurangan
dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan
intregritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena
itu semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun
praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

Hip : Komposisi komisaris independen berpengaruh negative terhadap tax
avoidance.

3. Pengaruh Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan PSAK no. 46 alokasi pajak antar periode diawali dengan
adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak
tangguhan yang harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban
pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak
dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan
penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam

pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah
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perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban
dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan perubahan
temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban
pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (deferred tax
expenses) atau penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income) dan dilaporkan
dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (current
tax expenses), dengan penyajian secara terpisah.

Dengan demikian, berdasarkan PSAK no.46 PPh yang dilaporkan dalam
laporan laba-rugi akan menunjukkan (1) beban pajak kini ditambah beban pajak
tangguhan, atau(2) beban pajak kini dikurangi penghasilan pajak tangguhan.
Jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat berupa (a) beban
pajak (tax expenses) atau (b) penghasilan pajak (tax income).

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun
perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak.
Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak
membutuhkan ‘kerelaan wajib pajak’. Yang dibutuhkan oleh negara adalah
ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah
perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan
pembayar diperlukan dalam hal ini.

Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih
perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat

membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun
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demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar

tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Plesko (2002) dalam Phillipset al. (2003) mengungkapkan bahwasemakin
besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin
besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan
terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk

mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau
beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode
akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar
periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H,: Deferred tax expense berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

D. Kerangka Konseptal

Banyaknya perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi membuat
pendapatan negara yang besar dari pembayaran pajak harus lebih di optimalkan.
Melakukan penagihan terhadap pajak tidak semudah yang di bayangkan, mulai
dari perubahan sistem sampai perubahan tarif yang di lakukan pemerintah untuk
pemungutan pajak tapi masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi
kewajibannya kepada negara.Dengan peraturan yang dibuat sebaik mungkin

membuat pihak perusahaan selalu mencari celah untuk melakukan tax avoidance.
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Kepemilikan institusional yang proporsi kepemilikan saham dengan
jumlah besar akan mempengaruhi arah jalan perusahaan secara strategis. Pihak
yang mendirikan perusahaan ini harus memikirkan bagaimana kelansungan
kedepannya dari usahanya dengan kata lain pendiri ini bersikap tidak saja mencari
laba besar atau deviden yang tinggi berbeda dengan saham yang di perjual belikan
di publik. Perusahaan harus di atur agar tindakan yang diambil tidak akan
merugikan di masa datang termasuk kebijakan dalam melakukan tax avoidance.
Walaupun hal ini di perbolehkan namun jika penghindaran yang dilakukan
diketahui akan membuat perusahaan terkena sanksi nantinya.

Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat
menjaga kepentingan para pihak yang lemah dalam perusahaan yaitu pemilik
saham yang memilki jumlah sedikit. Pengetahuan komisaris independen mengenai
peraturan yang berlaku serta tidak adanya kepentingan untuk memihak dan tidak
dapat di pengaruhi akan membuat perusahaan beropersi tanpa melangar Undang
Undang dan peraturan yang berlaku. Komisaris independen mampu
mengendalikan agar tax avoidance yang dilakukan masih dilakukan dalam
keadaan yang benar.

Dengan adanya kewajiban membayar pajak yang lebih besar oleh
perusahaan di masa akan datang, pihak manajemen akan melakukan usaha agar
hal tersebut tidak terjadi. Ini memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan
perencanaan pajak agar tidak terlalu terbeban di masa yang akan datang.
Penghindaran yang dilakukan memungkinkan diluar yang di perbolehkan dalam

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
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E. Hipotesis
Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap

permasalahan sebagai berikut:

Hi.: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Hip:Komposisi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax

avoidance.

H,: Deferred tax expense berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik good
corporate governance dan deferred tax expense terhadap tax avoidance pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Tax
avoidance dilihat dari alat ukur manajemen cash effective tax rate, Berdasarkan
hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terd aftar di BEI periode
2010-2013.

2. komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax
avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2010-2013.

3. Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional dan Komisaris
Independen) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

4. Defereed tax expense berpengaruh negatif signifikan terhadap tax
avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode

2010-2013.
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B. Keterbatasan Penelitian
1. Masih adanya sejumlah variabel lain yang belum digunakan dan memiliki
kontribusi yang besar dalam mempengaruhi tax avoidance yang terjadi
didalam sebuah perusahaan.
2. Dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun, maka untuk melihat
tingkat erornya masih rendah,
C. Saran
Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka
dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai

berikut:

a. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tax
avoidance perusahaan, seperti: kualitas audit, komite audit, dan
kompensasi manajemen, dan kompensasi rugi fiskal.

b. Untuk penelitian selanjutnya tax avoidance dapat memilih model

terbaik selain di dalam penelitian.



